Menimbang

Mengingat

SALINAN

WALI KOTA METRO
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN WALI KOTA METRO
NOMOR 21 TAHUN 2024

TENTANG

PIAGAM PENGAWASAN INTERN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA METRO

bahwa agar kewenangan, tanggung jawab dan lingkup
pengawasan yang menjadi tugas Aparat Pengawasan
Intern Pemerintah memiliki landasan yuridis, diperlukan
Piagam Pengawasan Intern;

bahwa  berdasarkan = pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan
Peraturan Wali Kota Metro tentang Piagam Pengawasan
Intern;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan,
Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan
Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan
Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4654);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerntah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,
Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia

Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73) Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2016
tentang Pencabutan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008
tentang Standar Audit Aparat Pengawas Intern
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

9. 2016 Nomor 1086); Peraturan Daerah Kota Metro Nomor
24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota
Metro Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Metro Nomor 24) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun
2019 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2019 Nomor
9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PIAGAM PENGAWASAN
INTERN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang
mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang
mangatur dan mengurus urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa
sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur
Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Metro.

4. Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu Wali Kota dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah.



10.

11.

Inspektorat adalah Inspektorat Kota Metro.

Piagam Pengawasan Intern (Intern Audit Charter) adalah
dokumen resmi  yang mendefenisikan tujuan,
kewenangan dan tanggung jawab pengawasan Intern dan
menetapkan posisi pengawasan Intern dalam
pemerintahan Kota Metro.

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya
disebut APIP adalah unit kerja yang dibentuk dengan
tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan
Pemerintah Kota Metro sesuai peraturan perundang-
undangan.

Pejabat Pengawas Intern adalah Pejabat Fungsional pada
Inspektorat Kota Metro yang meliputi Auditor dan
Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
(PPUPD).

Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral
pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus
menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk
memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan
organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien,
keandalan pelaporan keuangan, pengamanan barang
milik daerah dan ketaatan terhadap peraturan
perundang- undangan.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya
disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang
diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit,
reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan
lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi
organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang
memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai
dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif
dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Piagam Pengawasan Intern ini adalah
memberikan landasan, pedoman dan batasan kewenangan,
tanggung jawab dan lingkup pengawasan bagi APIP dalam
melakukan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah
Kota Metro.



Pasal 3

Tujuan disusunnya Piagam Pengawasan Intern adalah :

a. Memberikan penegasan dan komitmen dari Wali Kota
tentang pentingnya peran pengawasan dalam mewujudkan
tata kelola pemerintahan yang baik;

b. Memberikan deskripsi dan ilustrasi kepada Perangkat
Daerah dan pihak-pihak terkait tentang kedudukan,
kewenangan dan tanggung jawab APIP;

c. Menciptakan lingkungan pengendalian yang kondusif
dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang
bersih, transparan, akuntabel dan bebas dari korupsi,
kolusi dan nepotisme (KKN).

(1)
(2)

(3)

BAB III
PIAGAM PENGAWASAN INTERN
Pasal 4

Format Piagam Pengawasan Intern memuat kesesuaian
praktek tugas dan fungsi pemerintah.

Format penjelasan Piagam Pengawasan Intern memuat
Pendahuluan, Kedudukan dan Peran Inspektorat, Visi
dan Misi Kota Metro, tujuan dan sasaran Inspektorat,
tugas pokok dan fungsi Inspektorat, Kewenangan
Inspektorat, tanggung jawab Inspektorat, Sifat dan
Lingkup Pengawasan Inspektorat, sifat jasa assurance,
sifat jasa konsultansi, prinsip dasar pengawasan, definisi
Pengawasan Intern, Standar Pengawasan, Kode Etik
Pengawasan, Persyaratan Pejabat Pengawas Intern,
Larangan Perangkapan Tugas dan Jabatan Pejabat
Pengawas Intern, Hubungan Kerja dan Koordinasi,
Penilaian Berkala, Mekanisme Pengawasan Manajemen
Terhadap APIP, Penutup.

Format Piagam Pengawasan Intern dan Format
penjelasan Piagam Pengawasan Intern sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam
Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 5

Inspektorat memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh
informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, asset,
dan personil pada Perangkat Daerah yang diperlukan
sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
pengawasan intern serta kewenangan lain.

Pasal 6

Untuk mewujudkan Pengawasan intern yang efektif, Kepala
Perangkat Daerah wajib menciptakan dan memelihara
lingkungan pengendalian yang baik melalui :

a.
b.
C.

penegakan integritas dan nilai etika;
komitmen terhadap kompetensi;
kepemimpinan yang kondusif;



d. pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan
kebutuhan;

e. pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang
tepat;

f. penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang
pembinaan sumberdaya manusia; dan

g. hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah
terkait.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka
Peraturan Wali Kota Nomor 9 Tahun 2017 tentang Piagam
Pengawasan Intern di Lingkungan Pemerintah Kota Metro.
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 9 September 2024

WALI KOTA METRO,
dto.

WAHDI
Diundangkan di Metro

pada tanggal 9 September 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,
dto.

BANGKIT HARYO UTOMO

BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2024 NOMOR 21

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA METRO,

J)

FACHRUDDIN, SH

-



jdih.metrokota.go.id
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